
BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 16 TAHUN  2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi dengan fungsi khusus harus sesuai dengan
kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta perlu
dilakukan penataan pembinaan pengendalian dan
pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian
menara;

b. bahwa dengan adanya perkembangan terhadap tata cara
permohonan Izin Operasional Menara, maka Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara
perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Menara;

Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3881);

4.Undang-Undang…
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor  67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

14. Peraturan Bersama…
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14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009,
Nomor : 07/Prt/M/2009, Nomor :
19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan  Bersama Menara
Telekomunikasi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 31);

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Berita
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN
2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor
33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Menara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2013 Nomor 429), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dinas…
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4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana.

5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan
bunyi melaui sistem kawat, optic, radio atau sistem
elektromagnetik lainnya.

7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan
penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

8. Penyelenggara telekomunikasi adalah
perseorangan,koperasi atau badan usaha milik daerah,
badan usaha milik negara, badan usaha swasta,
instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan
negara yang menyelenggarakan kegiatan
telekomunikasi.

9. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut
menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan
umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan
gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang
diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal
tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya
disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan
perangkat telekomunikasi.

10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang
digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola
atau mengoperasikan menara yang di miliki oleh pihak
lain.

12. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang
digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara
telekomunikasi.

13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat
IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik
menara telekomunikasi untuk membangun baru atau
mengubah menara sesuai dengan persyaratan teknis
yang berlaku.

14. Izin Operasional Menara yang selanjutnya disingkat IOM
adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
sebelum mengoperasionalkan menara telekomunikasi.

15. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang di tetapkan oleh Badan
Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

16. Persebaran…
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16. Persebaran menara selanjutnya disebut Zona Cell Plan
menara telekomunikasi.

17. Mobile Base Transceiver Station selanjutnya disebut
MBTS adalah adalah bagian dari network element GSM
yang berhubungan langsung dengan Mobilestation.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal
25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Permohonan IOM diajukan kepada bupati melalui
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Permohonan IOM diajukan dengan melampirkan :
a. identitas pemohon;
b. foto copy IMB menara yang telah dilegalisir oleh

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
c. foto copy Izin HO yang telah dilegalisir oleh Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu;
d. Sertifikat Laik Fungsi;
e. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan

pengguna menara; dan
f. tanda bukti telah mengikuti asuransi

pertanggungan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2014
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 544


